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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses pemeriksaan 
sengketa arbitrase menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 dan bagaimana proses 
pembuktian dalam pemeriksaan sengketa 
arbitrase. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tata 
Cara Pemeriksaan Sengketa Arbitrase meliputi: 
semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara 
tertutup. Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa 
Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau 
majelis arbitrase para pihak dapat memili 
bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak 
yang bersengketa mempunyai hak dalam 
kesempatan yang sama dalam mengemukakan 
pendapatnya masing-masing. Para pihak yang 
bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya 
dengan surat kuasa khusus. Pihak ketiga diluar 
perjanjian arbitrase dapat turut serta dan 
menggabungkan diri dalam proses penyelesaian 
sengketa melalui arbitarse dengan syarat, 
terdapat unsur kepentingan yang terkait, 
keturutsertaannya disepakati oleh para pihak 
yang bersengketa, dan disetujui oleh arbiter 
atau majelis arbitrase. Para pihak bebas untuk 
menentukan acara arbitrase yang digunakan 
dalam pemeriksaan sengketa. Dengan syarat 
harus dituangkan dalam perjanjian yang tegas 
dan tertulis. 2. Proses Pembuktian dalam 
pemeriksaan sengketa arbitrase yaitu 
pembuktian melalui alat-alat bukti oleh para 
pihak dan pembuktian dengan saksi atau saksi 
ahli. 
Kata kunci: Tata cara pemeriksaan, sengketa, 
arbitrase. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Di Indonesia sendiri proses penyelesaian 
melalui arbitrase atau Alternative Dispute 
Resolution (ADR) bukanlah merupakan hal yang 
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baru dalam nilai-nilai budaya kita. Banyak 
penelitian telah menunjukkan bahwa 
penyelesaian sengketa yang bersifat 
kekeluargaan serta tidak mencuatkan konflik ke 
permukaan, lebih diutamakan dan sangat 
dihargai hasilnya.3 
Esensi dari arbitrase adalah kesepakatan 
antara dua pihak atau lebih untuk berusaha 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. 
Para pihak sepakat untuk menunjuk pihak 
ketiga sebagai yang akan bertindak sebagai 
wasit. Setelah memberikan kesempatan kepada 
para pihak untuk menyampaikan dokumen-
dokumen dan bukti-bukti yang relevan. Pada 
umumnya tidak ada aturan tertentu bagaimana 
arbitrase dilakukan dan semuanya diserahkan 
kepada kesepakatan para pihak. Meskipun 
demikian, untuk memfasilitasi proses para 
pihak dapat sepakat mengenai aturan-aturan 
yang akan digunakan. Proses penyelesaian 
sengketa dilakukan oleh tenaga ahli (expert) 
dibidangnya serta dilakukan secara tertutup. 
Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian di 
Pengadilan Negeri, dapat berjalan bertahun-
tahun karena adanya upaya hukum seperti 
banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selain 
itu proses penyelesaiannyapun harus dilakukan 
secara terbuka.4 
Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, 
Asas pemeriksaannya dilakukan secara 
“tertutup” dalam setiap tahap. Mulai dari 
pemeriksaan statement of claim, statement of 
defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral 
hearing dengan para pihak. Begitu juga 
pemeriksaan setempat, semua dilakukan 
dengan pintu tertutup.  Sebagaimana yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, untuk melakukan 
pemeriksaan perkara yang bersengketa 
dilakukan secara tertutup dan menggunakan 
bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih 
mempunyai hak yang sama dalam 
mengemukakan pendapat masing-masing. Baik 
secara langsung maupun diwakili oleh 
hukumnya. 
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Namun asas pemeriksaan ini tidak bersifat 
mutlak secara permanen. Asas ini dapat 
dikesampingkan atas persetujuan atau izin para 
pihak. Buktinya dapat ditarik secara analogis 
dari ketentuan Pasal 48 ayat (5) ICSID yang 
berbunyi “The Centre shall not publish the 
award without the consent of the parties.” 
Putusan tidak boleh dipublikasi oleh Centre 
tanpa persetujuan para pihak. Memang 
ketentuan ini ditujukan terhadap putusan, dan 
tidak disinggung tentang kebolehan 
mempublikasi proses pemeriksaan. Akan tetapi 
kalau putusan boleh dipublikasi, asal atas 
persetujuan para pihak, hal itu memberi isyarat 
akan kebolehan mengadakan pemeriksaan 
sidang secara terbuka untuk umum, asal para 
pihak menyetujui. Bukankah motivasi 
pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup 
dalam proses pemeriksaan arbitrase bersifat 
“konfidensial” agar nama baik para pihak 
dikalangan masyarakat bisnis dapat terjamin 
kerahasiaannya? Jika para pihak tidak 
keberatan, dan setuju pemeriksaan dilakukan 
terbuka untuk umum, berarti mereka tidak 
mempedulikan tercemar atau tidak nama baik 
mereka. Walaupun secara analogis dibolehkan 
pemeriksaan terbuka untuk umum asal atas 
persetujuan kedua belah pihak, prinsip 
pemeriksaan dengan pintu tertutup, tampaknya 
bersifat “imperatif”. Prinsip tersebut tidak 
boleh dilanggar, akibatnya bisa fatal. Berakibat 
pemeriksaan dan putusan batal demi hukum 
atau null and void, sehingga sengketa harus 
diperiksa ulang kembali dengan pintu tertutup. 
 Sudah barang tentu hal yang seperti ini 
sangat merugikan kepentingan para pihak. 
Nama baik mereka sudah sempat tercemar, 
proses pemeriksaan pun harus diulang kembali 
sejak dari semula. Cuma akibat yang seperti ini 
barangkali dapat diatasi dengan meminta 
persetujuan dari kedua belah pihak. Atau 
sekiranya pemeriksaan dilakukan terbuka untuk 
umum, namun para pihak diam, tidak 
mengajukan keberatan. 
Hal itu dapat ditafsir sebagai persetujuan 
secara diam-diam. Namun jika salah satu pihak 
saja mengajukan keberatan, tetap 
mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal 
demi hukum.5 Berdasarkan hal-hal yang telah 
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diuraikan di atas, maka sangat pantas bagi 
penulis untuk mengangkat judul: “Tata Cara 
Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Menurut 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana proses pemeriksaan sengketa 
arbitrase menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 ? 
2. Bagaimana proses pembuktian dalam 
pemeriksaan sengketa arbitrase ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini adalah lybrary research. Penelitian 
kepustakaan ini dilakukan dengan 
mengumpulkan, mempelajari serta 
menganalisis berbagai peraturan perundang-
undangan, buku, makalah, jurnal dan bahan-
bahan tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan 
ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan 
hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, bahan hukum tersier. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tata Cara Pemeriksaan Pada Sengketa 
Arbitrase 
Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase. 
Asas pemeriksaannya dilakukan secara 
“tertutup” dalam setiap tahap. Mulai dari 
pemeriksaan statement of claim, statement of 
defence, dokumen, saksi dan ahli maupun oral 
hearing dengan para pihak. Begitu juga 
pemeriksaan setempat, semua dilakukan 
dengan pintu tertutup.6 
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 untuk melakukan pemeriksaan perkara 
yang bersengketa dilakukan secara tertutup 
dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap 
pihak yang berselisih mempunyai hak yang 
sama dalam mengemukakan pendapat masing-
masing. Baik secara langsung maupun diwakili 
oleh hukumnya. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 
disebutkan bahwa : “semua pemeriksaan 
sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase 
dilakukan secara tertutup.”7  
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Bahasa yang digunakan dalam semua proses 
arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas 
dasar persetujuan arbiter atau majelis arbitrase 
para pihak yang bersengketa dapat memilih 
bahasa lain yang akan digunakan.8 Namun asas 
pemeriksaan ini tidak bersifat mutlak secara 
permanen. Asas ini dapat dikesampingkan atas 
persetujuan atau izin . 
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dapat dilakukan dengan 
menggunakan lembaga arbitrase, nasional 
maupun internasional berdasarkan 
kesepakatan para pihak, dan dilakukan 
menurut peraturan dan acara dari lembaga 
yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para 
pihak. 
Banyaknya lembaga arbitrase baik nasional 
maupun internasioal, tentunya bagi pencari 
keadilan yang aan menyelesaiakan sengketanya 
tidak mudah untuk memilihnya, dalam memilih 
lembaga arbitrase mana dan peraturan mana 
yang berlaku, banyak faktor yang perlu 
dipertimbangan di antaranya efesiensi dan 
efektivitas lembaga arbitrase dalam menangani 
perkara, biaya yang terjangka, integritas 
arbiter, dan netralitas prosedur.9 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa 
inisiatif untuk melakukan proses arbitrase 
dapat dipersiapkan sebelum perjanjian 
dijalankan. Persetujuan arbitrase dalam 
perjanjian ini dapat bersifat sangat spesifik, 
misalnya menetukan para arbiternya, tata caa 
atau prosedur spesifik, misalnya menentukan 
para arbiternya, tata cara atau atau peraturan 
arbitrase yang digunakan, mekanisme bertukar 
pendapat antara para pihak. 
Apabila tidak diatur dengan seksama, maka 
para pihak dapat meminta pendapat dari 
lembaga/badan arbitase propesonal yang 
sifatnya komersial. Prosedur dimulai ketika satu 
pihak mengirimkan pemberitahuan kepada 
pihak yang lain, sebagai informasi adanya 
permohonan arbitrase untuk meyelesaiakan 
suatu masalah. Pihak lain akan menjawab suatu 
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masalah secara tertulis yang mengindikasikan 
untuk setuju untuk berarbitrase dan 
menegaskan bahwa masalah tersebut memang 
dapat diarbitrasekan. 
Prosedur atau tata cara penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 
27 hingga Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Prinsip atau asas-asas penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase meliputi hal-hal di 
bawah ini, dan selanjutnya akan dibahas satu 
demi satu: 
1) Semua pemeriksaan sengketa dilakukan 
secara tertutup 
2) Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa 
Indonesia, kecuali atas persetujuan 
arbiter atau majelis arbitrase para pihak 
dapat memili bahasa lain yang akan 
digunakan. 
3) Para pihak yang bersengketa mempunyai 
hak dalam kesempatan yang sama dalam 
mengemukakan pendapatnya masing-
masing. 
4) Para pihak yang bersengketa dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat 
kuasa khusus. 
5) Pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase 
dapat turut serta dan menggabungkan 
diri dalam proses penyelesaian sengketa 
melalui arbitarse dengan syarat, terdapat 
unsur kepentingan yang terkait, 
keturutsertaannya disepakati oleh para 
pihak yang bersengketa, dan disetujui 
oleh arbiter atau majelis arbitrase. 
6) Para pihak bebas untuk menentukan 
acara arbitrase yang digunakan dalam 
pemeriksaan sengketa. Dengan syarat 
harus dituangkan dalam perjanjian yang 
tegas dan tertulis. 
7) Semua sengketa dan penyelesaiannya 
diserahkan kepada arbiter atau majelis 
arbitrase akan diperiksa dan diputuskan 
dalam menurut ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. 
8) Atas permohonan salah satu pihak, 
arbiter atau majelis arbitrase dalam 
mengambil keputusan mejelis provisional 
atau putusan selainnya unutk mengatur 
ketertiban jalannya pemeriksaan 
sengketa termasuk penetapan sita 
jaminan yang memerintahkan penetipan 
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barang kepada pihak ketiga, atau 
menjual barang yang cepat rusak. 
9) Arbiter atau majelis arbitrase dapat 
memerintahkan agar setiap dokumen 
atau bukti disertai dengan terjemahan 
dalam bahasa yang ditetapkan oleh 
arbiter atau majelis arbitrase.10 
Pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan 
secara tertutup. Hal ini berbeda dengan 
perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri 
yang dilakukan dalam sidang yang diyatakan 
terbuka untuk umum. Keharusan sidang 
pemeriksaan perdata arbitrase yang tertutup 
ini yang merupakan salah satu ciri dari prosedur 
arbitrase. Dengan demikian kerahasian perkara 
dari para pihak tetap terjamin.  
Hal ini disebabkan anggapan masyarakat 
bernada miring terhadap suatu sengketa 
hukum, sehingga meyebabkan cukup banyak 
pihak terutama kaum bisnis yang merasa tidak 
enak jika ada pihak lain mengetahui bahwa dia 
sedang terlibat dalam suatu sengketa. Pasal 27 
dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tidak memberika kekecualian kepada sifat 
tertutupnya siding pemeriksaan dalam proses 
arbitrase.11 
Bahkan, para pihak juga tidak boleh 
menyampingkan ketentuan ketertutupan ini, 
hal ini disebabkan formulasi dari Pasal 27 
tersebut memberikan indikasi akan sefat 
memekasa dari ketentuan ketertutupan 
tersebut, dengan menyatakan bahwa semua 
pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis 
arbitrase dilakukan secara tertutup artinya, jika 
para pihak menghendaki agar putusan tersebut 
dipublikasikan, maka kewajiban para pihak 
sendirilah untuk mempublikasikannya. 
B. PROSES PEMBUKTIAN DALAM 
PEMERIKSAAN SENGKETA ARBITRASE 
Prosedur pembuktian di Pengadilan Negeri 
dapat diberlakukan dalam proses arbitrase 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, 
ketentuan arbitrase dipilih oleh para pihak dan 
tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat 
arbitrase. Hasil pembuktian tidak dapat 
diterima jika: 
1) Termasuk dalam hak pribilege, misalnya 
hak privilege professional, atau bukti 
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yang tertulis “without prejudice” atau 
sejenisnya. 
2) Tidak relevan dengan masalah dalam 
proses arbitrase tersebut. 
3) Bukti kesaksian yang hanya berupa 
pendapat (kecuali kesaksian dari saksi 
ahli). 
4) Bukti “hearsay” yakni kesaksian atas 
pendengarannya dari pihak ketiga yang 
tidak didengar kesaksiannya. Maksudnya 
kesaksian yang tidak berasal dari apa 
yang dilihat, didengar, atau dialaminya 
sendiri oleh para saksi.12 
Penentuan alat bukti yang sah dalam proses 
pemeriksaan snegketa atau perkara sangat 
penting. Penentuan secara limitatif alat bukti 
yang sah merupakan landasan kepastian hukum 
dalam proses pembuktian dan pengambilan 
keputusan. Penentuan alat bukti yang sah 
dalam suatu pemeriksaan sengketa arbitrase 
tergantung pada ketentuan hukum yang 
ditunjuk dalam suatu perundang-undangan 
tertentu. 
Penentuan acuan ini terletak pada klausul 
arbitrase. Apabila para pihak misalnya 
menunjuk lembaga arbitrase BAN atau SIAC 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa, para 
pihak menundukkan diri pada proses 
penentuan alat bukti berdasarkan ketentuan 
yang diatur dalam masing-masing lembaga 
tersebut. Jika para pihak sepakat menunjuk 
misalnya lembaga arbitrase BANI, maka para 
pihak sepakat untuk tunduk pada hukum acara 
yang berlaku di Indonesia. Jadi alat bukti dan 
penilaian pembuktian dalam praktik arbitrase 
bisa beragam penerapannya, tergantung pada 
hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para 
pihak dalam klausul arbitrase.13 Mereka juga 
bisa menunjuk dan menundukkan diri kepada 
ketentuan pembuktian yang diatur dalam 
hukum perdata internasional. Jika para pihak 
menunjuk hukum acara Indonesia sebagai 
ketentuan yang berlaku tentang aturan 
pembuktian dalam klausul arbitrase, maka 
dianggap sah sebagai alat bukti tentunya akan 
merujuk Pasal 164 HIR. 
                                                          
12
 Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 
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Alat bukti yang sah menurut ketentuan 
tersebut terdiri atas: alat bukti surat, alat bukti 
saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti 
pengakuan, dan alat bukti sumpah. Dengan 
demikian, lembaga arbitrase yang bertugas 
menyelesaikan sengketa leluasa memberikan 
kesempatan kepada para pihak untuk 
membuktikan dalil atau bantahan berdasarkan 
alat bukti dimaksud, sesuai dengan tata cara 
yang ditentukan dalam HIR. 
Pembuktian dalil atau bantahan tidak 
terbatas pada alat bukti surat, tetapi 
dimungkinkan untuk menggunakan alat bukti 
sumpah, baik alat bukti sumpah tambahan 
maupun sumpah yang menentukan. Di samping 
itu, penentuan alat bukti yang sah dapat 
berdasarkan ketentuan dalam suatu 
perundang-undangan atau hukum tertentu 
yang ditunjuk berdasar kesepakatan klausula 
arbitrase.14  Bisa juga terjadi, alat bukti yang 
sah hanya terbatas kepada alat bukti yang 
ditentukan berdasar kesepakatan para pihak. 
Para pihak dapat menentukan dalam klausula 
arbitrase, baik dalam pactum de 
compromittendo maupun akta kompromis, 
bahwa persengketaan hanya dapat dibuktikan 
berdasar alat bukti tertentu. Misalnya, dalam 
klausula arbitrase para pihak sepakat bahwa 
pembuktian yang sah hanya alat bukti surat, 
saksi dan keterangan para pihak. Dengan 
adanya klausul tersebut para pihak dengan 
sengaja telah menyingkirkan alat bukti lain yang 
lazim digunakan dalam suatu aturan tertentu. 
Klausula yang demikian telah menjadi 
pembatas terhadap keleluasaan menggunakan 
alat bukti lain selain dari alat bukti yang 
disepakati para pihak. Kebolehan menyepakati 
pembatasan penggunaan alat bukti didasarkan 
pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 
Asas kebebasan berkontrak tidak hanya 
terdapat dalam kehidupan hukum dan 
perundang-undangan nasional. Pada 
prinsipnya, bidang hukum perdata, baik hukum 
formal maupun hukum materiel, lebih 
cenderung sebagai hukum yang mengatur dan 
dapat dikesampingkan berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang membuat suatu 
                                                          
14
 Ibid. 
persetujuan.15 Oleh karena itu, tidak ada 
larangan bagi mereka untuk menentukan 
sendiri alat-alat bukti yang mereka kehendaki 
dalam penyelesaian sengketa yang timbul. 
Mereka boleh menentukan dan memilih alat 
bukti tertentu dari sekian alat bukti yang lazim 
diatur dalam berbagai ketentuan hukum 
nasional maupun internasional. Apabila 
demikian halnya, lembaga arbitrase yang 
memeriksa persengketaan dalam menentukan 
alat bukti tidak boleh menyimpang dari yang 
telah ditentukan para pihak. Baik peraturan 
BANI maupun UNCITRAL menetapkan bahwa 
setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-
masing untuk mengajukan bukti yang 
mendukung posisinya dan untuk membuktikan 
fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atas 
jawaban. Namun demikian, dalam peraturan 
tersebut tidak menjelaskan bagaimana bukti 
diperoleh, disajikan, dan diterima. Hal ini 
memberikan majelis arbitrase fleksibilitas daam 
menetapkan bukti-bukti mana yang dapat 
diterima, relevan, dan menyangkut materi 
permasalahan dan yang memiliki kekuatan 
bukti. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak 
dan majelis arbitrase menggunakan alat bukti 
berteknologi maju seperti melalui email, video 
conference dan lain-lain. 
Baik peraturan BANI maupun UNCITRAL 
mengizinkan majelis arbitrase untuk meminta 
para pihak untuk memberikan penjelasab atau 
mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap 
perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan 
seluruh dokumen dan bukti lain yang telah 
dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut 
guna mendukung fakta dalam permohonan 
surat tuntutan atau majelis arbitrase.16 Bukti 
yang dapat diterima, relevan, dan menyangkut 
materi permasalahan dan memiliki kekuatan 
bukti ditetapkan oleh arbiter atau majelis 
arbitrase. Mendengar saksi fakta atau saksi ahli 
adalah metode pembuktian yang sangat lazim 
dalam acara arbitrase, selain dari bukti surat. 
Padsa prinsipnya, prosedur untuk pemeriksaan 
saksi fakta atau saksi ahli serupa dengan 
prosedur dalam pemeriksaan perkara-perkara 
dipengadilan. 
                                                          
15
 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 
Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 158. 
16
 Susanti Adi Nugroho, Op-Cit, hal. 209. 
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Misalnya keterangan saksi fakta atau saksi 
ahli dapat dilakukan di arbitrase atas inisiatif 
atau atas permintaan dari salah satu hal: atas 
perintah dari arbiter atau majelis arbitrase 
atau, atas permintaan dari salah satu atau 
kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam 
hubungan dengan pemeriksaan saksi fakta dan 
saksi ahli ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 mengatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50. 
Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau 
atas permintaan para pihak dapat dipanggil 
seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli 
atau lebih, untuk didengar keterangannya. 
Biaya pemanggulan dan perjalanan saksi 
atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang 
meminta. Sebelum memberikan keterangan, 
para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan 
sumpah.17 Pasal 50 Undang-Undang Arbitrase 
menyatakan bahwa: 
1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat 
meminta bantuan seorang atau lebih 
saksi ahli untuk memberikan keterangan 
tertulis mengenai suatu persoalan khusus 
yang berhubungan dengan pokok 
sengketa.  
2) Para pihak wajib memberikan segala 
keterangan yang diperlukan oleh para 
saksi. 
3) Arbiter atau majelis arbitrase 
meneruskan salinan keterangan saksi ahli 
tersebut pada pihak agar dapat 
ditanggapi secara tertulis oleh para pihak 
yang bersengketa. 
4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, 
atas permintaan para pihak yang 
berkepentingan, saksi ahli yang 
bersangkutan dapat didengar 
keterangannya dimuka sidang arbitrase 
dengan dihadiri oleh para pihak atau 
kuasanya.18 
Apabila selama berlangsungnya proses 
pemeriksaan arbiter memerlukan pendapat 
ahli, arbiter untuk memanfaatkan atau tidak 
pendapat nasihat ahli. Arbitrase akan 
menggunakan pendapat ahli tersebut dalam 
keadaan bilamana para ahli yang ditampilkan 
para pihak tidak memperoleh kata sepakat. 
                                                          
17
 Lihat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
18
 Lihat, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Kebebasan arbiter menggunakan pendapat ahli 
tersebut bisa secara keseluruhan, sebagian, 
atau bisa pula mengenyampingkan, sesuai 
dengan pertimbangan keadilan dan kepatutan. 
Secara umum arbiter bebas atau dapat 
meminta persetujuan dari para pihak apabila ia 
menghendaki pendapat ahli, khususnya jika ada 
silang pendapat di antara para ahli diajukan 
oleh para pihak. Apabila persetujuan itu tidak 
diperoleh, arbiter tetap bebas mencari 
pendapat ahli untuk mempertimbangkan 
keputusannya.19 
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa 
Arbitrase meliputi: semua pemeriksaan 
sengketa dilakukan secara tertutup. 
Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa 
Indonesia, kecuali atas persetujuan 
arbiter atau majelis arbitrase para pihak 
dapat memili bahasa lain yang akan 
digunakan. Para pihak yang bersengketa 
mempunyai hak dalam kesempatan yang 
sama dalam mengemukakan 
pendapatnya masing-masing. Para pihak 
yang bersengketa dapat diwakili oleh 
kuasanya dengan surat kuasa khusus. 
Pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase 
dapat turut serta dan menggabungkan 
diri dalam proses penyelesaian sengketa 
melalui arbitarse dengan syarat, terdapat 
unsur kepentingan yang terkait, 
keturutsertaannya disepakati oleh para 
pihak yang bersengketa, dan disetujui 
oleh arbiter atau majelis arbitrase. Para 
pihak bebas untuk menentukan acara 
arbitrase yang digunakan dalam 
pemeriksaan sengketa. Dengan syarat 
harus dituangkan dalam perjanjian yang 
tegas dan tertulis. 
2. Proses Pembuktian dalam pemeriksaan 
sengketa arbitrase yaitu pembuktian 
melalui alat-alat bukti oleh para pihak 
dan pembuktian dengan saksi atau saksi 
ahli. 
 
B. SARAN 
                                                          
19
 Ibid. hal. 211. 
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1. Seiring dengan berkembangnya 
peraturan di Indonesia, menurut penulis 
pemerintah harus merevisi Undang-
Undang Arbitrase khususnya yang 
mengatur tentang tata cara pemeriksaan 
sengketa, agar terdapat kepastian dan 
kemudahan bagi para pihak yang akan 
menggunakan arbitrase sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa yang dipilih 
mereka. 
2. Ada baiknya dalam pembuktian 
pemeriksaan sengketa arbitrase, bukan 
hanya alat bukti surat, pendapat para 
pihak maupun keterangan ahli/saksi saja 
yang harus dipakai, tetapi juga alat bukti 
sumpah, alat bukti persangkaan, dan 
pengakuan seperti yang diatur dalam 
Pasal 164 HIR. 
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